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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang 

belum optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Aspek yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan 

dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan mengkaji 

pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan bahwa jumlah objek 

pemeriksaan yang telah ditargetkan sesuai PKPT setiap tahunnya dapat 

terealisasi, namun realisasi PKPT setiap tahunnya belum secara akumulasi 

semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang  

dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten 

Magelang. Secara kualitatif bahwa kebijakan masih mempengaruhi dalam 

optimalisasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang. 

Selain itu perlunya koordinasi pejabat struktural (Inspektur Pembantu 

Wilayah) dengan tim pemeriksa (pejabat fungsional) dalam mendukung  

peningkatan kualitas hasil pemeriksaan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan  adalah 

kendala yaitu berdasarkan aspek peraturan perundang-undangan 

disebabkan belum adanya sinkronisasi dan belum sepenuhnya tahapan-

tahapan  pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

sedangkan  aspek pelaksanaan disebabkan oleh keterbatasan aparat 
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pengawasan, sarana prasarana dan anggaran yang mendukung pelaksanaan 

pengawasan. 

3. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang terhadap 

optimalisasi pelaksanaan pengawasan dalam mewujudkan good 

governance  meliputi aspek peraturan perundang-undangan yaitu dengan 

melakukan penguatan peran strategis APIP sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi jabatan dan meningkatkan profesionalisme serta kompetensi APIP 

berdasarkan Norma Pengawasan dan Standar Audit APIP. Sedangkan 

aspek pelaksanaan dengan adanya kekurangan pejabat fungsional 

melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, membuat 

pemetaan/maping permasalahan di setiap  wilayah pemeriksaan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan (watch dog) tetapi 

menjadi partner untuk memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses 

pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam  

mencapai tujuan yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik (good 

governance). 

2. Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

maka diperlukan adanya komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan 

daerah, sehingga Inspektorat Kabupaten Magelang benar-benar dapat 
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menjadi pengawal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik             

(good governance). 

3. Meningkatkan sumber daya manusia/skill bagi aparat pengawasan, 

peningkatan anggaran pengawasan dan peningkatan sarana dan prasarana 

yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan. 
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